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PERATURAN WALIKOTA BANDUNG 

NOMOR 099 TAHUN 2011 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG 

NOMOR 001 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BANDUNG, 
 

 

Menimbang : a. bahwa   pemberlakuan dispensasi pelaksanaan pelayanan pencatatan 

kelahiran   dalam   rangka   memberikan 

terhadap  penentuan  status  pribadi  dan 

perlindungan   dan   pengakuan 

status  hukum  setiap  peristiwa 

penting  yang dialami  oleh penduduk, prosedur  dan tata caranya  telah 

diatur  dengan  Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor  001  Tahun  2010 

tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Walikota 

Bandung  Nomor  237  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan 

Walikota  Bandung,   namun  dalam  perkembangannya  sesuai  dengan 

Surat  Edaran  Menteri  Dalam Negeri  Nomor :  472.11/5111/SJ  tanggal 

28  Desember  2010  perihal  Perpanjangan  Masa  Berlaku  Dispensasi 

Pelayanan Pencatatan Kelahiran, untuk optimalisasi peningkatan cakupan 

kepemilikan   akta  kelahiran  secara  nasional,  maka  masa  dispensasi 

pelayanan pencatatan  kelahiran dimaksud yang semula berlaku sampai 

dengan   akhir   bulan   Desember   2010 

31 Desember 2011; 

diperpanjang   sampai   dengan 

 

b. bahwa  untuk  legalisasi  pelaksanaan  pencatatan  kelahiran  sebagaimana 

dimaksud  dalam huruf a dan agar pelaksanaannya dapat berhasil guna, 

maka  perlu  dilakukan  perubahan  atas Peraturan  Walikota  Bandung 

Nomor 237 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 

perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua 

Atas  Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor  001  Tahun  2010  tentang 

Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
 

Mengingat… 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana  telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

8. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun   2006  tentang  Kewarganegaraan 

Republik Indonesia; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan; 

10.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

11.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

12.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan; 

13.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   9   Tahun   1975   tentang   Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Bandung; 

15.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan; 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

17.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak; 

18.  Peraturan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan 

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; 

19.  Keputusan Presiden  Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan  Status 

Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi; 

20.  Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi 

Presiden   Nomor   14  Tahun  1967  tentang  Agama,  Kepercayaan  dan 

Adat Istiadat; 

21.  Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 

22.Peraturan… 
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22.  Peraturan  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Bandung  Nomor  04 
 

Tahun  1986  tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan 

Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi 

dan Ancaman Pidana; 

23.  Peraturan  Daerah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Bandung  Nomor  10 
 

Tahun  1989  tentang  Batas  Wilayah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II 

Bandung; 

24.  Peraturan   Daerah   Kota   Bandung   Nomor   03   Tahun   2005   tentang 

Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan   Daerah   Kota   Bandung   Nomor   11   Tahun   2005   tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 

tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; 

25.  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan 
 

Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 
 

26.  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana 
 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota  Bandung Tahun 
 

2005-2025; 
 

27.  Peraturan   Daerah   Kota   Bandung   Nomor   07   Tahun   2009   tentang 
 

Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan; 
 

28.  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana 
 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 
 

2009-2013; 
 

29.  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2009 tentang Retribusi 
 

Pelayanan Administrasi Kependudukan; 
 

30.  Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang  Tata Cara 

Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan 

Walikota, dan Instruksi Walikota; 

31.  Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2010 tentang 

Prosedur dan Tata Cara  Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan 

sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 

237 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung 

Nomor 001 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan; 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 
 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA  ATAS  PERATURAN  WALIKOTA  BANDUNG  NOMOR  001 

TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA 
 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 
 

PASAL … 
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Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 105 j Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2010 

tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

(Berita  Daerah  Kota  Bandung  Tahun  2010  Nomor  1)  sebagaimana  telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 237 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2010 tentang 

Prosedur   dan   Tata   Cara   Penyelenggaraan   Administrasi   Kependudukan 

(Berita  Daerah  Kota  Bandung  Tahun  2010  Nomor  13)  diubah,  sehingga 

ketentuan Pasal 105 j berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 105 j 
 

(1)  Dispensasi   pelayanan   pencatatan   kelahiran   berlaku   sampai   dengan 
 

31 Desember 2011. 
 

(2)  Pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan tidak dipungut biaya. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar  setiap  orang  dapat  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah 

Kota Bandung. 

 

 

Ditetapkan di Bandung 
 

pada tanggal 11 Pebruari 2011 
 

WALIKOTA BANDUNG, 

TTD 

DADA ROSADA 
 

 
 

Diundangkan di Bandung 

pada tanggal 11 Pebruari 2011 
 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 
 
 
 
 
 

 
EDI SISWADI 

 

 
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 06 



 

 


